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KATA PENGANTAR

erkat ijin Tuhan Yang Maha Kuasa. Jurnal Fiat Justisia Volume 5 Nomor 3 Edisi September
Desember 2011 dapat sumpai ke hadapan sidang pembaca.

Edisi kali ini menghadirkan 12 (dua belas) artikel ilmiah baik sebagai hasil penelitian
lapangan, kajian normatif ataupun telaah terhadap perkembangan keilmuan ilmu hukum. Edisi
akhir tahun ini diawali penelusuran Sdr. Muhtadi terhadap penerapan teori Hans Kelsen dalam
tertib hukum Indonesia. Tujuan telaah dilakukan penulisnya untuk mengetahui bagaimana
pengaluran susunan dan tertib hukum Indonesia dalam hirarki norma berdasarkan Stefenbantheorie
Hans Kelsen. Menurut Muhtadi. piliban hukum susunan norma hukum Indonesia berdasarkan
teori Hans Kelsen adalah berjenjang dan berlapis-lapis, dari norma hukum lapisan terendah vang
operatif-konkret-individual berjenjang dan bersumber pada norma hukum general-abstract
berpuncak dalam pandangan dan cita hukum vang menjadi staatsnorm atau
staatsfundamentalnorm, yaitu berpuncak pada Pancasila sebagai cita hukum.

Tulisan kedua diuraikan Sdr. Marlia dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah
perlindungan hukum terhadap hak menyusui anak selama wakiu kerja di tempat kerja bagi pekerja
perempuan telah terjamin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-
undangannya sudah ada, tetapi perlindungan hukum terhadap hak menyusui anak selama waktu
kerja di tempat kerja bagi pekerja perempuan belum terpenuhi. Menurut Marlia. pengusaha dengan
alasan efisiensi. efektivitas kerja. dan penghindaran ekonomi biaya tinggi sangat melalaikan
kewajiban yang sudah tercantum dalam perundang-undangan, Seringkali hak pekerja perempuan
ini tidak terakomodir oleh peraturan. Upaya pemerintah adalah dengan membuat PP tentang AS]
sebagai pelaksana UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UL No 362009 tentang
Kesehatan. yang memuat sanksi bugi pengusaha vang melalaikan kewajiban untuk memenuhi hak
pekerja perempuan untuk menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja. maupun di tempat-
tempat umum seperti rumah sakit, bandar udara, perbelanjaan, dan sebagainya. baik sanksi pidana
penjara, denda. maupun pencabutan izin usaha,

Artikel ketiga menghadirkan telaah Sdr. Widya Krulinasart dengan wopik Pengaturan Hukum
Interasional Terhadap Penggunaan Nuklir Untuk Tujuan Damai, Menggunakan pendekatan
normatif ia berkesimpulan bahwa pada dasarnya Hukum internasional mengatur penggunaan nuklir
untuk tujuan damai sebagaimana diatur dalam Pasal 13 butir 1 bagian b Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa, dengan alasan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar
yang termuat di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu juga diatur dalam Comvention on
Nuclear Sufety (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir) dan The €onvention on the Physical
Protection of Nuclear Material (Konvensi Tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir)

Sdr. Ikbal yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Univ, Tadulako menyvajikan welaah
terhadap Implementasi Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Masvarakat Adat Dalam Hukum Ham
Internasional Di Indonesia. Berdasarkan analisisnya, Ikbal berkesimpulan bahwa Implementasi
hukum HAM internasional dapat dilakukan dengan cara meratifikasi perjanjian internasional.
Dengan demikian, perjanjian internasional tersebut dapat diimplementasikan dalam produk
perundang-undangan dengan melakukan penyesuaian hukum nasional vang mengatur masalah
terkait dengan pemenuhan hak yvang ada di dalam perjanjian tersebut, Penvesuatan tersebut dapat




berupa melakukan fegal reform terhadap undang-undang atau mengamandemen konstitusi yang
tidak sesuai dengan kovenan. selain ity penyesuaian dapat pula berarti memberlakukan peraturan-
peraturan vang baru.

Johari sebagai penulis kelima edisi ini mengangkat permasalahan Tugas Dan Wewenang
Pusat Pelaporan dan Analisis | ransaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang. Pada bagian akhir telaahnya ia berkesimpulan bahwa. pencucian uang sebagai
tindak pidana vang terorganisir biasanya disebut dengan sindikat atau jaringan, Tindakan pencucian
uang mempunyai kerangka, model. modus operandi. instrumen. metode. tahapan dan pelaku
tertentu dalam kegiatan kejahatan tersebut merupakan satu paket antara satu dengan lainnva. Ada
dua media atau saran pencucian vang, yaitu pasar modal dan bank. Bank sebagai instrument
pengembangan dan pertimbuban ckonomi menjadi instrument handal bagi pelaku pencucian vang.
sedangkan pencucian wang pada pasar modal sebagai instrument lebibh mudah dengan cara
mempergunakan tahapan inteorarion dan dengan metode By and sell conversions dan Legitimate
business conversions: dan kedua, Pencucian uang pada suatu bank akan semakin terbuka apabila
rahasia bank itu diberlakukan secara mutlak. Untuk itu diperlukan undang-undang khusus vang
mengatur tentang bagaimana mendapatkan data keuangan bagi nasabah bank maupun pelaku
pengguna jasa keuangan lainnva dalam kegiatan pasar modal. Disinilah Undang-Undang No.25
Tahun 2003 Tentang Tindak Pencueian Uang memberikan kewenangan penuh kepada lembaga
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menghimpun informasi dan
menganalisis seluruh data vang dicurigai sebagai hasil dari kejahatan tertentu vang disimpan atau
diinvestasikan pada institusi keuangan untuk mengaburkan asal-muasal uang tersebut.

kingkin Wahyuningdiah dengan Rekonstruksi Hukum Surat Berharga Dalam Pembangunan
Sistem Hukum Nasional merupakan artikel keenam edisi akhir tahun ini. Kinkin yang juga
mahasiswa Doktoral Undip-Unila tersebut berkesimpulan bahwa. pertama,. Terjadinya pergeseran
pemaknaan terhadap surat berharga oleh masvarakat dan pembuat peraturan perundangan (dalam
hal ini Bank Indonesia dan badan pembuat undang- undang) jika dikaji dengan menggunakan
teori struktural fungsional dari Talcott Parsons. maka hal tersebut dimungkinkan karena adanya
keterhubungan dengan terjadinva perubahan sosial masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut
dapat terjadi pada sub sistem budaya, politik atau ekonomi. Tekanan-tekanan kepentingan yang
datang dari subsistem budava, politik, dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan
sosial masyarakat, akhirnyva herdampak pada berubahnya subsistem hukum. Kedua, Akibat dari
terjadinya pergeseran pemaknaan terhadap surat berharga adalah keluarnya beberapa peraturan
hukum vang mengatur surat berharga di luar KUHD. Oleh karena itu. terdapat dua kelompok
sumber hukum surat berharga. vaitu KUHD sebagai warisan kolonial dan beberapa produk hukum
nasional. Sepanjang masa transisi. keberagaman pengaturan tersebut masih dimungkinkan sampai
pada suatu saat Hukum Surat Berharga menemukan bentuknya sendiri. Selama itu pula
dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan kepastian hukum di dalam penegakan hukumnya.
Dalam kondisi seperti itu perlu segera dilakukan rekonstruksi terhadap Hukum Surat Berharga,
tujuannya adalah agar tersusun Hukum Surat Berharga vang baru scbagai produk nasional vang
dapat lebih menjamin kepastian hukum. Tabap pembentukan undang- undang juga merupakan
bagian dari seluruh proses penegakan hukum. karena sesungeuhnya penegakan hukum telah dimulai
saat pembuatan undang-undang. Dikaitkan dengan teon Lawrence Friedman tentang sistem hukum.
kegiatan melakukan rekonstruksi hukum sertulis ini merupakan bagian dalam melakukan perubahan
dari sistem hukum, karena peraturan merupakan salah satu unsur dari sistem hukum, yaitu unsur
substansi hokum: dan ketigo. untuk melakukan rekonstruksi terhadap Hukum Surat Berhharga
ada suatu upaya vang dapar dilakukan, yaitu dengan memposisikan hukum sebagpai social




engineering sebagaimana dipagas oleh Roscoe Pound. Dengan begitu. substansi hukum vang
akan direkonstruksi itu disusun sesuai perubahan dalam masyvarakat. hukumnya harus bersifat
terbuka terhadap perubahan vang ada. Artinya. untuk melakukan rekonstruksi di bidang Hukum
Surat Berharga harus diupay akan mengarah Kepada hukum yang responsii terhadap perubahan
dalam masyarakat sebagimana dikemukakan oleh Nonet dan Selzinck.

Bertujuan mengetahui makna tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung,
pertimbangan hukum hakim serta jenis hukuman yang akan diberikan, Sdr. Muhammad Idran dari
STIH Kotabumi sebagai penulis ketujuh menghadirkan artikel dengan tema tinjauan yuridis
penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung.
Berdasarkan kajian pustaka dan pengalamannya sebagai praktisi hukum vang beracara di pengadilan
dan menangani kasus serupa. ldran berkesimpulan bahwa perbuatan pidana yvang dilakukan pelaku
adalah tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung sebagaimana dimaksud dakwaan jaksa
penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomeor 23 tahun 2002 Jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP. sedangkan dalam pertimbangan hakim dalam putusannya menvatakan,
hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi korban,
sedangkan tidak ada alasan yang meringankan pelaku. Disarankan agar Hakim dalam menjatuhkan
pidana. apabila atas diri terdak wa tidak ada hal yang meringankan. maka Hakim harus menjatuhkan
hukuman maksimal. vaitu selama 15 tahun bukan selama 12 tahun. dan juga harus menjatuhkan
hukuman denda paling sedikit Rp 60.000.000.00 {enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal
81 Avat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Siti Azizah sebagai penulis kedelapan menganalisis dengan pendekatan yuridis-empiris
terhadap Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional secara in-concreto yvang sesuai untuk
diterapkan untuk menyelesaikan perkara jual beli barang internasional. Terhadap sejumlah sampel
vang diambil di lapangan dan telaah pustaka. Siti berkesimpulan bahwa penvelesaikan sengketa
jual beli barang internasional dilakukan melalui perundingan dan konsiliasi. _

Politik Hukum Perlindungan Industri Dalam Negeri Menghadapi Perdagangan Bebas
merupakan artike] kesembilan dan ditulis kandidat Dokior Unpad, Muh, Risnain. Berdasarkan
kajiannya. Risnain berkesimpulan bahwa politik hukum vang ditempuh oleh pemerintah dalam
melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan meletakan prinsip-prinsip dasar perekonomian
nasional. baik yang tertera dalam UUD 1945, yang kemudian dimasukan dalam Undang-undang
Nomor 17 tahun 2007 wentang RPJP dan dalam Prolegnas. Inti dari semua itu adalah adanya
kehendak politik bagi pemerintah untuk menjadikan industri nasional memiliki daya saing yang
tinggi dan perlindungan industri dalam negeri dari praktek perdagangan tidak sehat sebagai imbas
dari perdagangan internasional vang bebas. Walaupun demikian pemerintah dan DPR masih perlu
menyempurnakan kebiajakan perlindungan industri dalam negerinva melalui penguatan regulasi
vang bersifat nasional maupun internasional. kelembagaan dan kepasitas diplomasi perdagangan,
Semua itu dilakukan demi terwujudnyva industri nasional vang mampu bersaing dan terlindungi
dari perdagangan curang Newara lain,

Pengaduan Konstitusional i Negara Jerman vang ditulis Sdr. Zulkamain Ridlwan merupakan
artikel kesepuluh edisi ini. Berdasarkan telaah pustaka. Zulkarnain berkesimpulan bahwa Negara
Federal Jerman merupakan salah satu contoh yang tepat dalam hal memahami dan mempraktekkan
suatu model perlindungan hak-hak konstitusional warga necara dengan menjalankan mekanisme
pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Kewenangan untuk memproses pengaduan
tersebut dimiliki oleh Mahkamah Federal Jerman. Zulkarnain menyebutkan juga bahwa Indonesia
sebagai negara yang telah memiliki rumusan perlindungan hak-hak warga negara serta telah
menegaskan sebagai negara hukum hendaknya dapat mengadopsi dan mengadaptasikan apa yang




telah dijalankan di Jerman dalam hal pengaduan konstitusional. Sebab pengakuan hak-hak das
warga negara tanpa perlindungan atau mendengung-dengungkan perlindungan tanpater  .aupa
hukum yang cukup adalah sama-sama pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan hak:
hak dasar setiap warga negara.

Telaah terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor vang ditulis oleh
Sdr. Aprilianti merupakan artikel kesebelas. Berdasarkan studi pustaka. Aprilianti berkesimpulan
bahwa, perfama, proses terjadinva perjanjian sewa guna usaha antara fexyee dan fessor melalui
proses tawar menawar (negosiasi), pemberitahuan (kontirmasi). evaluasi kelayakan dan keputusan
pemberian pembiayaan oleh lessor. Jika semua persyaratan telah lengkap maka dilakukan
penandatanganan naskah perjanjian untuk kemudian dilaksanakan oleh pihak-pihak. pelaksanaan
tersebut harus dilakukan dengan itikad baik. Kedua, perjanjian sewa puna usaha pada umumnya
mengacu pada perjanjian standar. dimana formulir perjanjiannya telah disediakan oleh pihak fessor
pihak fessee hanya tinggal menvelujuinva saja (take if or leave (). Akibat dari perjanjian standar
tersebut hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam perjanjian lebih hanvak dibebankan kepada
pihak lessee.

Edisi ini diakhiri Sdr. Armen Yasir dengan eksekutive summary Naskah Akademik Pengelolaan
Sumber Daya Hutan Di Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan studi pustaka dan lapangan.
penulisnya berkesimpulan bahwa secara teoritis dan praktis pengelolaan sumber daya hutan adalah
berbasis pada kewenangan daerah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Landasan
filosofis bersandar pada nilai-nilai kearifan pemantaal sumber daya hutan. sedangkan landasan
sosiologis bersumber pada perilaku publik dan landasan yuridis secara hirarkis struktural bersumber
dari norma atau peraturan perundang-undangan dari tingkat terendah sampai pada derajat
konstitusi. Adapun peraturan perundang-undangan terkait meliputi bidang konesrvasi alam,
kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Jangkauan. Arah Pengaturan Dan Ruang
Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdava Hutuan Di Kabupaten
Lampung Barat adalah mencakup materi muatan peraturan daerah vang diperintah oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinzgi. atau vang sederajat maupun dalam rangka menjalankan
urusan otonomi daerah,

Pada bagian ini kami memandang perlu menginformasikan kepada semua pihak, bahwa
2012 Jurnal Fiat Justitia akan mempersiapkan diri memasuki era akreditasi berdasarkan peraturan
terbaru sehingga membutuhkan dukungan sumber daya dan sumber dana memadai, karenanya
kami akan melakukan berbagai pembaharuan mulai Volume 6 Nomor 1 Januari-Maret 2012 guna
mensukseskan tujuan tersebut.

Lebih dari itu. segenap Dewan Redaksi menyampaikan selamat memasuki tahun 2012,
semoga menjadi tahun vang lebih baik.

Bandar Lampung.  Desember 2011
Salam Redaksi
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PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA ANTARA LESSEE DAN LESSOR
Apriliant
Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
ABSTRAK

Perjanjian sewa guna usaha (leasing) yang diadakan oleh Lessor dan Lesseen dilakukan secara
tertulis dalam bentuk perjanjian standar. Isi perjanjian tersebut ditentukan oleh jenis dari leasing
itu sendint dan hubungan hukum (hak dan kewajiban) timbal balik antara [ essor dan Lessee. Bagi
Lessor, hak dan kewajibannya adalah memperoleh pembavaran schagal imbalan jasa dan
menyerahkan barang modal kepada | essee. Sedangkan hak dan kewajiban Lessee adalah meperoleh
kegunaan dari barang modal dan membavar sewa secara berkala. Tidak dipenubinya hak dan
kewajiban masing-masing pihak maka dapat disebut wanprestasi, Perjanjian akan berakhir jika

hak dan kewajiban Lessor dan Lessce telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.

Kata Kunci: Leasing. Lessor, Lessee, hak dan kewajiban,

l. PENDAHULUAN

Kebutuhan  dalam  kehidupan
memerlukan dana vang tidak sedikit. semakin
tinggi tingkat kehidupan akan mempengaruhi
meningkatnva kebutuhan akan dana, Dalam
memenuhi kebutuhan dana tersebut. pihak
swasta banyak menggunakan jasa lembaga
perbankan. Akan tetapi ternyata lembaga
perbankan tidak dapat memenuhi banyaknya
kebutuhan dana dalam masvarakat. Hal ini
mengingal keterbatasan jangkauan penyebaran
kredit oleh lembaga perbankan, keterbatasan
sumber dana dan keharusan memberlakukan
prinsip-prinsip pemberian kredit vang sangat
ketat, Masyarakat kemudian mencari bentuk-
bentuk penvandang dana lain vang dapat
memenuhi kebutuhan dana mereha. Salah
satunya adalah dengan adanva lembaga sewa
guna usaha (untuk selanjutnyva disebut feasing)
vang merupakan lembaga yang lebih fleksibel
dibanding lembaga perbankan. Fleksibilitas
lembaga ini dalam hal dokumen. jaminan.
struktur kentrak. besar dan jangha waktu
pembavaran cicilan oleh penvewa puna usaha
dan prosedur vang sederhana.

Sewa guna usaha merupakan usaha dan
lembaga dalam bentuk penyediaan barang
modal baik secara finance lease maupun
operating lease untuk digunakan oleh lessee
sebagai pelaku usaha sclama jangka waktu
tertentu berdasarkan pembavaran secara
berkala. Berdasarkan pengertian di atas dapat
dilihat bahwa ada dua macam bentuk sewa
guna usaha vaitu secara finance lease dengan
hak opsi dan operating lease tanpa hak opsi.
Sewa guna usaha melibatkan beberapa pihak
seperti perusahaan sewa puna usaha (lessor),
penyewa guna usaha (fessee) dan penvedia
barang objek sewa guna usaha (supplier).

Lessor memberikan bantuan dalam hal
pembiayaan barang modal bagi masvarakat
terutama bagi pengusaha keeil vang ingin
mengembangkan usahanya namun menemui
kesulitan dalam hal pengadaan barang modal.
Hampir semua bidang bisnis maupun non
bisnis telah dimasuki oleh bisnis sewa guna
usaha. seperti pada bidang transportasi,
industri. konstruksi. kesehatan dan lain-
lainnya. Sewa guna usaha merupakan alternatif
sumber pembiayaan untuk memperoleh dana
dalam pengadaan barang modal. Bidang usaha
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sewa guna usaha memberikan kemudahan-
kemudahan dibandingkan dengan lembaga
pembiayaan lain, seperti kemudahan dalam
prosedur memperoleh pembiayaan. efisien
wakitu, pengaturan yang tidak rumit dan
jaminan yang tidak memberatkan.

Kegiatan sewa guna usaha dapat terjadi
diawali dengan adanya kebutuhan dari pinak
Jessee akan barang modal dan adanya
keterbatasan dana sehingga muncul pihak
lessor sebagai penyandang dana untuk
membiayai pembelian barang tersebut lebih
dahulu dari pihak supplier. Kemudian atas
adanya pembelian barang tersebut oleh pihak
lessor mengakibatkan pihak supplier harus
bertanggung jawab menyerahkan barang
tersebut kepada lessee dalam kondisi baik.
Sedangkan pihak fessee berkewajiban
membayar uang angsuran secara berkala untuk
penggantian pembelian barang modal sesual
dengan jumlah vang telah ditetapkan oleh
lessor.

Lessor dalam memberikan pembiayaan
harus memiliki keyakinan bahwa lessee
sanggup membayar cicilan sebagaimana
mestinya, sehingga pihak lessor memerlukan
data dan penelitian terlebih dahulu atas
permohonan pembiayaan oleh fessee.
Kevakinan lessor terhadap kemampuan lessee
menerapkan prinsip 5 C, yang terdiri dari
watak (Character), kemampuan (Capasity),
kecukupan modal (Capital), kondisi ekonomi
(Condition of Economy) dan jaminan
(Collaterals).

Masyarakat yang membutuh-kan
pembiayaan ini harus terlebih dahulu
menghubungi perusahaan pembiayaan
tersebut, Kemudian antara [essor dan calon
fessee mengadakan suatu  perjanjian
pembiayaan sewa guna usaha. Perjanjian ini
membuat para pihak terikat dan menimbulkan
hak dan kewajiban serta tanggung jawab bagi
masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dan
tanggung jawab yang dimiliki pihak-pihak
hanya terbatas pada apa yang sudah
diperjanjikan sebelumnya. Apabila para pibak
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atau salah satu pihak melakukan hal-hal yang
diluar dari apa vang telah diperjanjikan, maka
terjadilah wanprestasi yang mengakibatkan
kerugian bagi pihak yang melakukannya.

Jika tidak terjadi wanprestas: atau
perjanjian tersebut berjalan sesuai dengan yang
telah disepakati para pihak, maka perjanjian
herakhir sesuai dengan yang diharapkan. Pada
masa akhir perjanjian ini juga diberikan hak
opsi kepada fexsee, vaitu hak untuk membeli
harang modal dengan melunasi pembayaran
nilai sisa dan hak untuk memperpanjang jangka
waktu perjanjian sewa guna usaha.
Berdasarkan paparan di atas maka penulis
bermaksud mengadakan kajian lebih
mendalam tentang perjanjian sewa guna usaha
antara lessor dan fessee.

11. PEMBAHASAN

2.1, Pengertian Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha atau leasing berasal
dari bahasa Inggris vaitu fo lease yang artinya
“menyewakan”. Menurut Sural Keputusan
(SK) Bersama Menkeu. Menteri Perindustrian
dan Menteri Perdagangan Nomor N.KEP-
122/MK/ 1V/2/1974. Nomor 32/M/SK/2/
1974. Nomor 30/Kpb/1/1974 Tentang
Perizinan Usaha Leasing. Pengertian Leasing
adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan
dalam bentuk penvediaan barang-barang
modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan
untuk svatu jangka waktu tertentu,
berdasarkan pembavaran-pembayaran secara
berkala disertai dengan hak pilih (opsi) dari
perusahaan tersebut untuk membeli barang-
barang modal yang bersangkutan atau
memperpanjang jangka waktu feasing
berdasarkan nilai sisa vang telah disepakati
bersama.

Menurut Kepmenkeu RI No. 1169/
KME.01/199] Tentang Kegiatan Sewa Guna
Usaha, Pasal | hurut a, leasing diartikan
sebagai suatu kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penvediaan barang modal baik secara
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sewa guna usaha dengan hak opsi (finance
leasve) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi
foperating lease) untuk dipergunakan oleh
{essee selama jangka waktu berdasarkan
pemabavan secara berkala.

Pengertian menurut Equipment Leasing
Association. leaving adalah perjanjian antara
lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis
barang modal tertentu yang dipilih oleh lessee.
Hak kepemilikan atas barang modal tersebut
ada pada [essor sedangkin [essee hanya
menggunakan barang modal tersebut
berdasarkan pembayaran uang sewa vang telah
ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas
maka terdapat beberapa unsur mengenai sewa
guna usaha, yaitu;

a. Adanya suatu perusahaan pembiayaan
(lessor);

b. Adanva calon penyewa guna usaha

{lessee);

Penyediaan barang modal;

Keterbatasan jangka wakitu;

Pembayaran secara berkala:

Hak opsi bagi lessee:

Ada nilai sisa (residu).

™0 oo

i

2.2, Dasar Hukum Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha memiliki dua dasar
hukum, baik yang bersifat pokok maupun
bersitat administrasi.

a. Dasar Hukum Pokok Sewa Guna
Usaha.

Pasal 1338 KUHPdt merupakan dasar
hukum pokok. karena dalam pasal ini diatur
mengenai perikatan, Setiap perikatan yang
dibuat pihak-pihak berlaku sebagai undang-
undang bagi para pihak yang membuatnya.
Pasal ini merupakan cerminan dari asas
“kebebasan berkontrak™. Asas ini mempunyai
arti bahwa para pihak bebas membuat kontrak
dan mengatur sendiri isi kontrak. sepanjang
memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian

(Pasal 1320 KUHPdt). tidak dilarang oleh
undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang
berlaku.dilaksanakan dengan itikad baik,

b. Dasar Hukum bersifat Administratif,

. Keppres RI No.61 Tahun 1988 Tentang
Lembaga Pembiayaan,

2. SKB tiga Menteri yang terdiri dari Menteri

Keuangan. Menteri Perindustrian, Menten

Perdapangan No. Kep-22/MK/IV/2/1974.

No.32/MWM/SK21974 Tentang Perizinan

Usaha Leasing.

Keputusan Menteri Keuangan Rl

No. 125 1/KMK.013/1988  Tentang

Ketentuan dan Tata cara Pelasanaan

[.embaga Pembiayaan.

4. Keputusan Menteri Keuangan RI No.634/
KMK.013/1990 Tentang Pengadaan
Barang Modal Berfasilitas Melalui
Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing).

5. Keputusan Menteri Keuangan RI
No. 1169/KMEK.01/1991 Tentang Kegiatan
Sewa Guna Usaha (Leasing).

Lol

2.3, Perjanjian Sewa Guna Usaha

Perjanjian sewa guna usaha (lease
agreement) vang dibuat pada umumnya sudah
dalam bentuk standar vang dibuat oleh pihak
lessor. sedangkan fesyee hanya menyetujuinya
saja. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat
pihak-pihak yang membuatnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nol T69/KMK.(1/1991 Pasal 9, 1si
perjanjian sewa guna usaha, sekurang-
kurangnya memuat beberapa hal, antara lain:

a.  jenis transaksi sewa guna usaha:

b, Namadan alamat masing-masing pihak:

¢.  Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan
barang modal;

d. Masa sewa guna usaha:

e, Opsi bagi lessee dalam hal transaksi
sewa puna usaha:

f. Tanggungjawah para pihak atas barang
modal yang menjadi objek sewa guna
usaha;
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Harga perolehan. nilai pembiayaan.
pembayaran sewa guna usiha, angsuran
pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa
guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan
dan ketentuan asuransi atas barang
modal vang disewa guna usahakan:
Ketentuan mengenai pengakhiran
transaksi sewa pguna usaha yang
dipercepat dan penetapan kerugian yang
harus ditanggung Jessee dalam hal
barang modal dengan hak opsi hilang,
rusak atau tidak berfungsi karena sebab
apapun.

Berdasarkan uraian di atas maka

perjanjian sewa guna usaha mepunyai
beberapa sifat. yaitu:

il.

L]

d.
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Konsensual yvaitu perjanjian vang terjadi
apabila para pihak-pihak tercapai kata
sepakat dan kata sepakat itu mengenai
barang-barang modal dan harganya.
maksudnya perjanjian sewa guna usaha
itu sudah lahir pada detik tercapainya
kata sepakat mengenai jangka waktu
kontrak dengan masa barang modal
secara ekonomis dan harganva dibayar
secara berkala;

Formal yaitu perjanjian vang didapat
atas dasar persetujuan antara para pihak
vang didasarkan pada kata sepakat yang
dinyatakan dengan suatu akta tertulis,

jadi dalam perjanjian sewa guna usaha

selalu ditkuti dengan surat perjanjian
sewa puna usaha yang dibuat oleh
lessor:

Kekuatan mengikat dari perjanjian sewa
guna usaha. yaitu perjanjian sewa guna
usaha yang dibuat oleh fessor dan lessee
secara sah berlaku sepertu undang-
undang dan mengikat mereka.

Asas kepribadian dar perjanjian sewa
puna usaha. dalam hal ini mengandung
hak dan kewajiban lessce dan lessor.
Lessor  mempunyair  kewajiban
menyerahkan barang modal, sedankan
lessee memperoleh hak untuk memakan

barang modal tersebut setelah ia
memenuhi  kewajibannya dalam
perjanjian sewa puna usaha. Jadi.
perjanjian sewa guna usaha hanya
mengikat lessor dan lessee.

2.4 Proses Terjadinya Perjanjian Sewa
Guna Usaha

a, Tahap Pra-kontraktual (sebelum
terjadinya perjanjian)

Pada tahap ini terdiri dari beberapa
rangkaian kegiatan vang meliputi:

1} Negosiasi (tawar menawar), merupakan
langkah awal vang terjadi antara calon
lessee dengan supplicr, dimana antara
keduanya terjadi proses saling tawar
menawar mengenai penentuan dan
penawaran harga dan barang objek sewa
guna usaha:

2} Konfirmasi (pemberitahuan), merupakan
langkah lebih lanjut setelah pihak lessee
dan supplier sepakal mengenai barang
objek sewa guna usaha dan harganya,
kemudian calon lessee mengajukan
permohonan kepada pihak lessor untuk
mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa
euna usaha. Pada tahap ini calon lessee
diharuskan mengisi formulir permohonan
vang telah disediakan oleh pihak lessor;

3)  Evaluasi kelayakan, tahap pemeriksaan
formulir permohonan. kelengkapan
persyvaralan. pengdamatan secara langsung
akan usaha dari calon lessee tersebut;

4)  Keputusan, merupakan tahap dimana
pihak lessor memberikan penilaian
apakah fasilitas sewa guna usaha dapat
diberikan atau tidak kepada calon lessee.

h. Tahap Kontraktual (terjadinya
perjanjian)

Pada tahap ini merupakan rangkaian
kegiatan penandatanganan perjanjian oleh
pihak calon fessee dengan pihak lessor
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Penandatanpanan perjanjian tersebut
merupakan tanda bahwa calon lessee telah
sepakat mengenai isi dari perjanjian standar
vang telah dibuat oleh pihak lessor, Pada tahap
ini kedua pihak telah sepakat untuk
menjalankan hak dan kewajibannya masing-
masing sesuai dengan isi perjanjian

2.5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt mengenai
perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi
pihak-pihak. berart perjanjian tersebut
mempunyal kekuatan mengikat dan memaksa
serta memben kepastian hukum bagi pihak-
pihak yang membuatnya. Sehingga pihak-
pihak harus mentaati perjanjian tersebut sama
dengan mentaati undang-undang atau dengan
kata lain para pihak harus melaksanakan hak
dan kewajiban vang terdapat dalam perjanjian
dengan baik.

a. Hak dan Kewajiban Lessce

Hak pihak Lessee dalam perjanjian sewa
guna usaha;

1) Memperoleh fasilitas pembiavaan sewa
guna usaha dari pihak lessor untuk
membiayai pembelian barang vang
menjadi objek perjanjian sewa guna
usaha. Terhadap barang tersebut
kepemilikannya secara vuridis (legal
owner) tetap dipegang oleh pihak lessor
sedangkan pihak lessee hanya menguasai
secara fisik (economic owner) Lessee
dapat memperoleh hak milik atas barang
tersebut setelah melunas) seluruh
pembayaran sewa guna usaha dan
menggunakan hak opsinya.

2)  Menerima barang vang menjadi objek
perjanjian dari supplier tepat waktu
sesuai dengan waktu vang tertera dalam
order pembelian.

3)  Pada akhir masa kontrak. lessee dapat
menggunakan hak opsmya,

Kewajiban pihak Lessee dalam penanjian
sewa guna usaha:

1} Membavar angsuran uang sewa guna
usaha setiap bulannya dengan jumlah
vang telah  ditetapkan dan pada waktu
vang telah ditentukan:

2)  Mengasuransikan objek sewa guna usaha,
baik /essee menunjuk sendiri perusahaan
asuransinya atau menyerahkan pada pihak
lessor:

3) Membayvar nilai sisa pada saal
menggunakan hak opsi untuk membeh
barang objek sewa guna usaha:

4y Menvelenggarakan pembukuan yang
telah diaudit oleh akuntan publik dan
diserahkan kepada lessor.

b. Hak dan Kewajiban Lessor

Hak bagi Lessor dalam perjanjian sewa
guna usaha:

1) Menerima pembayaran uang sewa guna
usaha setiap bulannya dengan jumlah dan
waktu yang telah ditetapkan;

2) Memegang bukti-bukti kepemilikan atas
barang objek sewa guna usaha:

3) Memerintahkan fessee untuk membayar
seluruh angsuran . menuntut pengembalian
barang objek perjanjian dari lessee,
mengakhir perjanjian secara sepihak, jika
terjadi hal dalam kejadian tertentu.
misalnya karena kelalaian atas merosotnya
harga barang. bangkrutnya usaha lessee,
pihak /essee terlibal dalam perkara perdata
atau pidana, barang ditelantarkan oleh
lessee sehingga barang tersebut hilang atau
rusak berat.

Kewajiban bagi lessor dalam perjanjian
sewa guna usaha:

1) Memberikan pembiayaan pada lessee,
vaitu dengan cara menvediakan dana
dalam hal pembelian barang vang menjadi
objek perjanjian.
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2} Menyerahkan barang tepat waktu dengan
menghubungi terlebih dahulu pihak
supplier yang bersangkutan,

3) Menyerahkan bukti  pemindahan
kepemilikan barang objek perjanjian
setelah fessee menggunakan hak opsinya
untuk membeli.

2.6. Tanggung jawab Para Pihak

Tanggung jawab pihak lessee, meliputi;

a. Pemakaian barang. /lessee harus
bertanggung jawab atas barang vang
menjadi  objek  perjanjian  dan
mempergunakan barang tersebut dengan
baik:

b. Perawatan barang. fessee memiliki
tanggung jawab untuk mematuhi setiap
anjuran dari supplier perihal penyimpanan
dan perawatan barang;

¢. Jika lessee mengetahui terdapat cacat
vang terlihat atau tersembunyi pada
barang objek perjanjian dan ia tidak
segera melaporkan (7 hari setelah
penverahan barang) pada supplier maka
lexsee tetap bertanggungjawab untuk
memenuhi kewajibannya sebagai pihak
dalam perjanjian:

d Lessee bertanggung jawab penuh atas
risiko, kehilangan, kerusakan atau
musnahnva barang karena sebab apapun
juga kecuali akibat keadaan memaksa,

Tanggung jawab pihak /essor. meliputi:

a. Bertanggung jawab penuh atas
pembavaran pembelian barang objek
perjanjian kepada supplier setelah
diterimanya surat penerimaan barang dan
perintah untuk membayar;

b.  Lessor juga bertanpgung jawab untuk
mengusahakan agar pihak supplier
menyerahkan barang tepat waktu seperti
yang tercantum dalam order pembelian.
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2.7. Penyelesaian Wanprestasi

Wanprestast pada prinsipnyva merupakan
salah satu keadaan dan udak dilakukan atau
tidak mampu melaksanakan perjanjian,
disamping keadaan lain yaitu alpa atau lalai
atau ingkar janji atau juga melanggar
perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat
sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dalam
perjanjian sewa guna usaha, wanprestasi dapat
saja terjadi jika:

a. Lessee lalai membavar sejumlah vang
angsuran vang telah ditetapkan dalam
perjanjian:

h. Lessee tidak melaksanakan Kewajiban
pembayaran biava-biaya serta ongkos-
ongkos lain atau denda keterlambatan
dalam tenggang waktu vang telah
ditetapkan;

¢. Lessee telah melakukan sesuatu yang
dilarang dalam perjanjian. misalnya
mengalihkan hak pada orang lain,
menyewagunausahakan ulang,
menggadaikan barang objek perjanjian.

Dalam hal fessee melakukan wanprestasi
seperti tersebut di atas. maka tindakan yang
dilakukan oleh lexsor adalah dengan mengirim
somasi {sural pemberitahuan) bahwa lessee
harus memenuhi prestasi atau kewajiban yang
tertunda pada tanggal yang telah ditetapkan
dalam surat somasi tersebut.

lika setelah diberi somasi. pihak lessee
tidak juga melaksanakan kewajibannya atau
tetap lalai untuk memenuhi prestasi. maka
tindakan selanjutnya adalah menarik kembali
barang modal vang menjadi objek sewa guna
usaha dengan membebankan biava penarikan
kepada fesyee dan dengan cara percepatan
pengakhiran perjanjian sewa guna usaha yang
mengakibatkan lessee harus memenuhi semua
kewajiban atas ongkos-ongkos dan biaya lain
vang dikenakan kepadanya. Akibatnya lessee
kehilangan hak untuk menggunakan barang
modal tersebut. bahkan pihak lessor dapat
mengakhiri perjanjian secara sepihak dan




Fiar Justisia Jurnad Hng Huka Volvme 3 No. 3 Seprember-Desewber 200 ]

ISSN 1978-5186

segala biaya yang timbul akibat dari hal
tersebut merupakan beban pihak fessee. Bila
terjadi perselisthan antara lessee dan lessor
biasanya diselesaikan melalui jalur
musyawarah dan jalur hukum. Tetapi jalur
hukum jarang digunakan oleh pihak-pihak.

2.8. Berakhirnya Perjanjian Sewa Guna
Usaha

Pada perjanjian sewa guna usaha dapat
berakhir karena 3 (tiga) hal. vaitu:

a.  kesepakatan, perjanjian dapat diakhiri
kapan saja apabila para pihak telah
sepakat Jika lessee menggunakan hak
opsinya vaitu mengembalikan barang
modal kepada fessor atau lessee membeli
barang modal tersebut:

b.  Telah terjadi wanprestasi (hreanch of
contract) salah satu pihak tidak
melaksanakan prestasinya sesuai dengan
kontrak:

. Force Majeure, timbul suatu keadaan
diluar kesalahan para pihak. schingga
perjanjian berakhir.

1L PENUTUP

Proses terjadinya perjanjian sewa guna
usaha antara lessee dan fessor melalui proses
tawar menawar (negosiasi), pemberitahuan
(konfirmasi). evaluasi kelavakan dan
keputusan pemberian pembiavaan oleh lessor.
Jika semua persyaratan telah lengkap maka
dilakukan penandatanganan naskah perjanjian
untuk kemudian dilaksanakan oleh pihak-
pihak. pelaksanaan tersebut harus dilakukan
dengan itikad baik.

Perjanjian sewa suna usaha pada
umumnya mengacu pada perjanjian standar,
dimana formulir perjanjiannya telah disediakan
oleh pihak lessor. pihak lessee hanya tinggal
menyetujuinya saja (fake it or leave i), Akibat
dari perjanjian standar tersebut hak dan
kewajiban serta tanggung jawab dalam

perjanjian lebih banvak dibebankan kepada
pihak lesser.

Dalam pelaksanaannya jika terjadi
wanprestasi dan timbul perselisihan maka ada
2 (dua) cara penyelesaiannva melalui
musyawarah dan melalui jalur hukum, namun
jalan musyawarah yang banyak dipilih oleh
para pihak. Pada akhir perjanjian pihak fessee
diberi hak opsi untuk mengembalikan barang
modal atau membeli barang modal tersebut.
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